PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR & TAHUN 2017
TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan
di Lingkungan  Kementerian Dalam  Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu
, menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Kebijakan
5 Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
Lebong Tahun 2017.

1 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Lebong.

‘ Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

' Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik

& Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286},

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik IndenesiaTahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran



6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pexishangs
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4578);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
& Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

14, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4783);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonsia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Alkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akutabililas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017
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11.

12.

13.

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lebong

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
Bupati adalah Bupati Lebong. .
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.

Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan
dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong pada tahun bersangkutan dan bersifat strategis.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyclenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
vang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Lebong dalam mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukli suatu kegiatan wuntuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kepagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu
program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan /
atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang
dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan
dicapai.

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional
auditor dan/ atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan
pengavvasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah vang selanjutnya
disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil, yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan
wewcnang untuk melaku kan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan
teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lebong.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari kebijakan pengawasan adalah:

1. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya urusan
pemerintahan sesuai rencana, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan
(feedback) terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan
dokumen rencana pembangunan lainnya;

3. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan
eksternal dengan inspektorat kabupaten lebong; dan

4. Koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Lebong.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup pengawasan, meliputi:
1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas perencanaarn,

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan
desa;

3. Pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai apbd, termasuk
kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan
bantuan sosial;

4. Pelaksanaan pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya;dan

5. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
fungsi dan kewenangannya.

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Daerah
1 . terdiri atas:




C:

. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja dan Anggaran PPKD,;

. Pemeriksaan reguler dilakukan secara berkelanjutan, meliputi :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan atau tugas pokok dan
fungsi;

Pengelolaan Pegawai Daerah;
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pengelolaan Barang Daerah; dan
. Pelayanan publik.

6 o0 o

. Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerinlah Perangkat Daerah,

meliputi :

a. Aspek perencanaan,
. Pengukuran kinerja,
Pelaporan kinerja,

. Evaluasi kinerja, dan
Capaian kinerja;

- I

. Reviu atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong berbasis akrual,

meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran,

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
c. Laporan operasional,

d. Laporan perubahan ekuitas, neraca,

¢. Laporan arus kas, dan

f. Catatan atas laporan keuangan;

. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan

oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya;

. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atau audit investigatif,
. Pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi

dan tugas pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan kepada Daerah;

. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi;

Monitoring implementasi penguatan Sistem Pengendahan Internal
Pemerintah (SPIP);

11. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

Pengawasan lainnya (audit on call), meliputi pengawalan, pendampingan,
asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan melalui peran Unit Layanan
Konsultasi; dan

13. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan aparat

pengewas intern pemerintah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Ecosngen



Pasal 6

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
METODE PENGAWASAN

Pasal 7
Untuk melaksanakan pengawasan, beberapa metode yang dapat digunakan,

yaitu ;

1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pengawasan
secara langsung pada objek terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk Inspeksi langsung, "On the spot
observation®, “On the spot report’.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini
dilaktukan dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang
menyangkut obyek yang diawasi dapat berbentuk pengamatan, laporan

hand tertulis dan lisan disertai bukti bukti dokumentasi (bukti tetulis atau

menggunakan teknologi).

3. Pengawasan administratif

a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah,
gubernur dan bupati/walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku.

b. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan daerah

c. Pengawasan administrasi umum pemerintahan, dilakukan terhadap
kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah
dan barang daerah.

d. Pengawasan urusan pemerintahan, dilakukan terhadap urusan

et pemerintahan, dana dekonsentrasi, tugas dan pembantuan.

BAE V
PELAKSANAAN

Pasal 8

1. Inspektorat Kabupaten melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit
pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan pendampingan.

2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit.

3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Auditor, P2UPD dan
Fungsional Umum lainya.

4, Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib mengkomunikasikan
pelaksanaan pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Inspektur dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada
Bupati, Wakil Bupati, dan Orgamsas Perangkat Dacrah yang diperiksa.



BAB V1
PELAPORAN

Pasal 9

Hasil pengawasan dilaporkan Inspektur kepada Bupati, untuk disampaikan
lebih lanjut kepada Pemerintah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 10

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil
pengawasan.

2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan
hasil pengawasan.

3. Jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara,
dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya laporan
hasil pengawsan.

4, Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil
pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 60 {enam puluh) hari
kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur
menyampaikan status tindak lanjut kepada Majehs Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAR VIII
HOORDINASI

Pasal 11
Inspektorat Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan di Daerah
Kepada Provinsi dan Pengawas Eksternal dalam suatu sistern pengawasan
yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.

BAB IX

EETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei .
pada tanggal 23 2anuart/ 2017
BUPATI LEBONG

H ROSJONSYAH

,]I b Diundangkan di Tubei
; pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE BONG

HIRWAﬁ EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR §

' PEMERINTAH KABUPATEN LEGONG |
BAGIAN HUKUM

y |
. KABUPATEN LEGONG ?




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR f Tahun 2o/7
TANGGAL 1% Zanuaci 2217

OBJEK /
NO JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM RUANG LINGKUP FOKUS PELAKSANAAN KELUARAN /HASIL AUDITEE
TUGAS
1 | REVIU RENCANA KERJA DAN |

ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN ' 1

PPKD

Tujuan:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran,

dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah‘kaidah

penganggaran Dasar Hukum:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | Pelaksanaan  pengawasan | Penilaian terbatas terhadbp | Pemberian rekomendasi | Perangkat D
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana | atas perencanaan Anggaran | keandalan dan kesesuaian RKA | penyusunan koreksi dan terhadap | Kabupaten Le
telalv divbah beberapa kali, terakhir dengen | Pendapatan dan Befanja | Perangkat Daerah dan RKA PPKD | RKA Perangkat Daersh dan | dan Pe
Undang-Undang Nomeor 9 Tahion 20135 tentang | Daerah dengan kaidah kaidah vang berlaky, | RKA PPKD Pengelola Keue
Perubahan Kedus Undang-Undang Nomor 23 meliputi: Daerah
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daersh; a. Informasi dalam RKPD sesusd

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan RPIMD; .
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Informasi dalam Renja Perangksg

) ¢. Peraturaran Menteri Dalam Negeri Nomeor 31 Daerah sesuai dengan REPD;
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan c. Informasi dalam KUA dan PPAS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan RKPD; !
Tahun 2017, d. Informasi dalam RKA Perangkm

Daerah dan RKA-PPKD sesusd
dengan PPAS dan  Renja
Perangkat Daerah; dan

e, Kesesupian RKA dengan Standae,
Belanja Daerah dan ketentu
persyarstan  teknis  pendukun
kegiatan,

2 | PEMERIKSAAN REGULASI KINERJA DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PADA PEMERINTAH KABUPATEN

LEBONG

Tujuan: a. Pengawasan terhadap Pemeriksaan Terhadap aspek: Pesmberian koreksi dan | Perangkat D

Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah usueran pelaksanaan a. peleksanaan tugas pokok dan mkomendasi terhadap | Kabupaten Lt

yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab pemerintahan di Daerah; fungsi; lenggaraan  pemerintahan | dan Py




)

sesuiai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telsh diubah
beberapa kali, tevakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tertang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeral;

b. Peraturan Pernerintah Nomer 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

¢. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

d. PP Nemor 7] tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan

e. Permendagri 64 tahun 2014 tentang Akuntansi
Berbasis Akrual

b. Pengawasan pelaksanaan
terhadap urusan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan,

b. pengelolaan Pegawal
¢. pengelolaan Keuangan
d. pengelolaan Barang
e. pelayanan publik,

belum efektif dan efisien
belum sesuai dengan
peraturan perundang-

Pengelola Keu
Daerah

REVIU LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Tujuan :

Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun

berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang

disajikan  sesual dengan Standar Akuntansi

Pemerintah.

Dasar Hukum:

a. Perauran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah NMomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerinyahan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
reviu Atas Laporan Keuvangan Pemerintah
Dagrah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Bupati Lebong Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pelaksanaat Pembinaan atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai
fungsi dan kewenangannya.

Penilaian terbatas terhading
keandalan dan kesesuaian Laporss
Kevangan  Pemerintah ~ Daerah
dengan Standar Alkuntans
Femerintah.  Laporan Pemerintah
yang meliputi:

4. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

Laporan Arus Kas;

. (Catatan atas Laporan Keuangan

. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebili;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas,
Dokumen-dokumen pendukung
«dan kertas kerja;

PO

Fr o

a. Pemberian

koreksi  dan
rekomendasi terhadap
penyusun laporan keuangan
sesuai  dengan Standar
Akuntansi Pemerintah;

b. Pernyataans telah direvin dan

ditanda tangani oleh inspektur;

Satuan Kerja
Pengelolaan
Keuangan Dae
dan Perangkat
Daerah




Lebong.

REVIU DAN EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tujuan:

& Memperoleh informasi tentang
Iimplementasi sistem Akuntabilitas Kinerja | Pelaksanaan pembineam atas | Reviu dan evaluasi terhadap Laporan | a. Pemberian  koreksi  dan @. Pemerintah
Pemerintah; penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi terhadap | Kabupaten

b. Menilai  aluntabilitas  kinerja  instansi | pemerintahan daerah sesuai | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi penyusunan Laporan | Lebong;
pemerintah; fungsi dan kewenangannya. | Pemerintah, vang meliputi: Akuntabilitas Kinerja Instansi b. Satuan Kerja

¢. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 8. Perencanaan Kinerja; Pemerintah Kabupaten | Perangkat Daerah
kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi b. Pengukuran Kinerja; Lebong; Kabupaten Lebong
pemerintsh; c. Pelaporan Kinerja; b. Pernyataan telah direviu bagi | ;

d. Memonitor findaklanjut rekomendasi hasil d. Evaluasi Kinerja; Lapotan Akuntabilitas Kinetja
evaluasi periode sebelumnya. e. Capaian Kinerja. Instansi Pemerintah

Dasar Huokwm : Kabupaten Lebong;

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ¢. Penilaian terhadap Laporan
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah; Perangkat Daerah Kabupaten

b. Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Lebong;

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetepan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

¢. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomeor 12
Tahun 2013 tentang Pedoman Ewvaluasi Atas
Implementasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja

- i Pemerintah.

EVALUASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH PADA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Tujuan:

a. Untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah | Pengawasan  |pelaksanaan | Evaluasi terhadap Laporan | Penilaian dan usulen | Pemerintah
Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi | terhadap urusan | Penyelenpgaraan Pemerintahan | pemeringkatan terhadap | Kabupaten Lebong
Daerah antara satu daerah dengan .daerah | pemerintahan di Dacrah Dacrah Kabupaten Lebong, materi | penyelenggaraan  pemerintahan
lainnya secara regional dan nasional; evaluasi meliputi: pada

b. Untuk mendotong dan meningkatkan kapasitas a. Kesesunian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Tupoksi/Kewenangan; Lebong
Ctonomi Daerah; b. Penyusunan Indikator Kinerja

¢. Sebagai bahan pemerintah dalam melakukan Kunei (IKK);
pembi dan_Pengawasan Penyelenggaraan ¢. Kesesuaian dengan Sistematika




V

H.

Pemerintahan Daerah

d. Meningkatkan pencapaian kinerja pada Instansi
Pemerintah serta kualitas laporan dari target
kinerja yang telah dicapai pada Instruksi
Pemerintah,

Dasar Hukum;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahum 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 73
Tahun 2008 tentang  Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE

12012136 IOTDA Tanggal 9 Qktober 2008,
tentang Penyempumaan IKK Pada Lampiran
Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD
Dalam Rangka EXPPD.

d.

Pelaporan;
Pencapaian Pelaksanaan Program'
Kegiatan.

PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI (RADPPK) PEMERINTAH
DAERAH

Tujuan :

Menurunkan tingkat korupsi serta mewujudian

masyarakat yang sejahiters dan bebas dari korupsi,

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tenlang
Pengesahan  United Nations  Comvention
Against  Con-uption, 2003 (Konvensi
Perserikatrm  Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,
2003y,

b. Peramran Presiden Nomor 55 Tahum 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025

Pelaksanaan pembinaan: atas | a.
penyelenggaraan
pemerimahan daerah sesuai

fungsi dan kewenanganmya | b,

Penyusunan aksi pencegahan dan

pemberantasarn korupsi
pemerintahan daerah
Pelaksanaan aksi PPE
pemerintahan daerah
Pelaporan aksi PPK

pemerintahan daerah Verifikasi
klaim pelaporan aksi PPK
Pemerintahan  Daerah  secara
berjenjang

a.

Laporan hasil hasil monev
dengan format B- 103, B-06,
B-09, B-12 ke UKP 4 melalui
sistem manitoring Bappeda

Rekomendasi perbaikan
kebijal{an terkait dengan
RAD PPE

Tim RAD PPK
Kabupaten

PENANGANAN
MASYARAKAT
Tujuan :

Untuk mendapatkan kebenaran informasi

PENGADUAN




mengenai pengaduan masyarakat,

Dasar :

8. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 20 14 ten
tang Pemerintahan Daerash sebagaimana telsh
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah,

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan  Masyaraket di  Lingkungan
Departemen Dalam Negerl dan Pemerintah
Daerah;

d. Peraturan Memteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformesi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 05IM.PANIO312008 tentang
Standar Audit APIP.

Pelaksanaan
yang lain sesuai fungsi dan
kewenangannya

[Pengawasan

Penanganan Pengaduan manysmkat
terhadap:

: Pﬂ'l}':llﬂ]!gul‘lm Wewenang:

a
b. Hambatan delam  pelxyansn

publilk;

¢. Korupsi, Kolusi dan Nepotismo;

dan

d. Pelanggaran disiplin pegawal.

[.aporan hasil penanganan kasus
pengaduan masyarakat,
meminimalisasi  penyimpangan
dan pelanggaran yang dilakukan
oleh  aparatur  sipil, sera
mendukung upaya pencegahan
korupsi

MONITORING IMPLEMENTASI SPIP
Tujuan:

Mewujudkan pelaksanaan  sistem yang dapat
memberi kevakinan memadai bahwa
penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi
pemerinizh dapat mencapai tujuannya secara
efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan
keuangan negara secara andal, mengamankan aset,

dan mendorong ketaatan terhadap peraturan

perundang undangan.

Dasar Hukum:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

b. Peraturan Bupati Lebong Nomor .... Tahun .....
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Kabupaten Lebong,

a. Pelaksanaan pengawasan

yang lain sesuai fangsi
dan kewenagannya;

. Pelaksanaan  pembinaan

atas penyelenggaraan
pemarintahan daerah
sesuai fungsi  dan
kewenangannya.

4. Pemetaan SPIP OFD
b. Evaluasi dan Monitoring SPIP

Laporan pernetaan dan hasil
evaluasi monitoring
implementasi SPIP

Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFOBRMASI BIROKRASI (PMPRB)
KABUPATEN LEBONG




Tujuan :

Upaya berkelanjutan secara bertahap terhadap

perubahan  Birokrasi, yang profesiona! dan

berintegritas tinggi, vang mampu
menyelenggarakan  pelayananan  prima  dan
manajemen pemerintahan  demokratis  dalam
rangka mewujudian tata pemerintahan yangbaik.

Dasar Hukum :

a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025,

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nemor 1
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

¢, Peraturan Menteri PAMN  dan  Reformasi

Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 ten tang
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Secara Online;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015 2019;

¢, SE Menteri Negara PAN RB Momor 21 Tahun
2012 tentang Manual Penerapan Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanman Reformasi
Birokrasi;

Pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai
fungsi dan kewenangannya.

a. Sosializsasi PMPRB

b. Bimbingan Teknis PMPRB

c. Penilaian Mandiri secarsy online;
d. Evaluasi dan Monitoring;

Laporan evaluasi dan monitoring
PMPRB secara online dan
pelaporan pelaksanaan PMPRE

Perangkat Daerah
Kabupeten Lebong

|10

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMBERIAN DAN
PENYALURAN DANA DESA
Tajuan :
Upaya berkelanjutan secara bertahap tcrhadap
perubahan Birokrasi, yang profesional dan
berintegritas tinggi, yang mampu
menyelenggarakan  pelavanan  prima  dan
manajemen  pemerintahan  demokratis  dalam
rangka mewujudkan tata pemerintshan yang/baik.
Dasar Hukum :
a.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nemor 7
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent:

Peleksanaan pembinaan atas
penyelengparaan
pemerintallan daerah sesuai
fungsi dan kewenangannya.

a. Melakukan  pembinaan  dan
pengawasan pelaksanaan Dana
Desa

b. Monitoring dan evaluasi terhadap
pemberian dan penyaluran dana
desa

Laporan hasil kegiatan
pembinaan dan laporan hasil
monitoring penyaluran dana desa

Desa penerima
Alokasi Dana Desa
dan Dana Desa




Pemerimtahan Daerah sebagaimana telah diubah
bebetapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
MNomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

¢.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

11

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tujuan :

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

sesuai rekomendasi, sebagai bahan perbaikan

manajemen (feed back) Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan.

d. Perka BPK RI Mo. 1 tahun 2007 tentang Standar
pemeriksasn Keuangan Negara

Pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan
pemerintzhan daerah seswai
fungsi dan kewenangann ya

&, TLHP Inspektorat Kabupaten
b. TLHP BPK RI

¢. TLHP APIP Lainnya

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan sesuai rekomendasi

Perangkat Daersh
Kabupaten Lebong

" PENERATAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM

/4 PENELAAH PRODUK HUKUM

KABUPATEN LEBONG d{

/é Tubei, 27 Januari 2017
BUPATI LEBONG ,{«.
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